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Sub Bidang 1
Pasal 17

Kepala Sub Bidang 1 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melaksanakan urusan pada perbendaharaan daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

daerah.

Uraian tugas Kepala Sub Bidang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut :

a.
b.

o o

melaksanakan pengelolaan kas daerah;

melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;

mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;

melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang
daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan
rekening kas umum daerah;

melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan
dan pengeluaran daerah;

melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi
pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;

melaksanakan  penyusunan laporan penerimaan dan
pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan
instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang
daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan
daerah;

merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;

melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang
daerah;

menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;

menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah
dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;

melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian
kelebihan penerimaan;



melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan SP2D;

melaksanakan  penerbitan SPD  restitusi/pengembaiian
kelebihan penerimaan;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd terkait
pendapatan daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan
atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan
fungsi bidang atau SKPD lain; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas
dan fungsinya.



